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1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia,
dengan jumlah pulau+18.000. Dengan jumlah pulau yang sangat banyak maka
garis pantai Indonesia termasuk garis pantai terpanjang di dunia. Luas Negara
Indonesia sekitar 5.178.000 km? yang terdiri dari luas daratan sekitar 1.919.000
km? dan luas sekitar 3.257.000 km?® Dengan luas lautan yang lebih besar
dibandingkan dengan luas daratan maka sering Indonesia disebut dengan negara
maritim atau negara kelautan. Secara geografis negara Indonesia terletak diantara
dua benua dan dua samudera. Di Indonesia terdapat beberapa provinsi yang
memiliki objek wisata. Salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang terdapat di
Kabupaten Jember.*

Letak Kabupaten Jember di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Lumajang dan Probolinggo, Kabupaten Bondowoso di bagian sebelah utara,
Kabupaten Banyuwangi di bagian sebelah timur, Samudera Hindia di bagian
selatan. Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan. Berdasarkan Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan

pembentukan daerah—daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur,
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dan salah satunya adalah Kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember terdapat 16
objek wisata, baik wisata alam maupun budaya.?

Salah satu wisata alam yang terdapat di Kabupaten Jember adalah Pantai
Payangan. Pantai Payangan terletak di sebelah selatan Kabupaten Jember, salah
satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Bagi kalangan wisatawan lokal maupun
manca negara, Pantai Payangan seperti surga dunia. Selain menyuguhkan berbagai
panorama yang menyejukkan hati, bukit kecil yang menjorok ke lautan juga
menghimpun beragam flora dan fauna khas tropis, juga terdapat peninggalan
sejarah berupa Goa Jepang. Dibalik semua keindahan yang terdapat di Pantai
Payangan, pada kenyataannya kondisi kawasan wisata alam Pantai Payangan yang
ada saat ini sangat memprihatinkan perihal sistem pengelolaan limbah lingkungan
hidupnya, mulai dari pemilahan sampah yang tidak ada, sampai terbengkalainya
sampah yang berada tidak pada tempatnya. Hal ini juga diperparah dengan tidak
adanya papan himbauan tentang larangan membuang sampah yang ada di
lingkungan wisata alam Pantai Payangan. Dan juga tidak adanya tanggung jawab
dari Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal pengelolaan lingkungan hidup
wisata alam, yang ada di Kabupaten Jember khususnya Pantai Payangan. Hanya
perorangan dari masyarakat sekitar Pantai Payangan yang mengelolah dan
melakukan berbagai kegiatan di sekitar area pantai tersebut seperti membuka
tempat parkir, membuka usaha warung makan dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diadakan upaya terpadu

antara pemerintah, tokoh masyarakat sekitar dan pengunjung dalam rangka

*https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember



menciptakan kebersihan, kenyamanan, dan Kketertiban baik bagi pengunjung
maupun lingkungan masyarakat sekitar. Sebagai bentuk konkrit dari upaya
terpadu tersebut, maka pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah dalam hal ini
Presiden dan DPR RI mengesahkan Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan disahkannya
Undang — Undang ini, diharapkan dapat diimplementasi secara optimal dan
tercapainya tujuan dari perumusan Undang — Undang ini sesuai dengan harapan
stakeholder terkait. Dalam hal ini penyusun juga mendasarkan pada Pasal 28 H
ayat (1) Undang — Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang bertuliskan yaitu
“setiap orang mempunyai hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.”

Terkait dengan permasalahan yang ada di Pantai Payangan, penyusun
mengkaitkan pula dengan adanya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan, khususnya pada Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ yang tertulis
bahwa ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara,
mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata
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dan aset potensial yang belum tergali”” Dan juga pada Pasal 11 ayat (1) huruf a
Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang

terulis bahwa “setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan

® pasal 28 H ayat (1) Undang —Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
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sampah baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu®

Landasan hukum itu juga dapat diperkuat lagi dengan Pasal 163 ayat (1)
Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang didalam pasal
tersebut dijelaskan bahwasannya ‘“pemeritah dan pemerintah daerah serta
masyarakat haruslah dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terbebas dari
resiko dampak buruk bagi kesehatan.”®Dengan adanya dasar — dasar hukum
seperti ini diharapkan pula dapat memberi pertimbangan pada pihak Pemerintah
Kabupaten Jember untuk ikut berperan dalam mengembangkan dan mengelolah
Pantai Payangan agar jauh lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti
dengan judul “ Tangggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam
Pengelolaan Lingkungan Di Pantai Payangan ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik dengan
membuat rumusan masalah yaitu bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Jember dalam pengelolaan lingkungan di Pantai Payangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengelolaan lingkungan di Pantai Payangan

di Dusun Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur.

> Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
® pasal 163 ayat (1) Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka dalam setiap penelitian
sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penyusun maupun
masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat dalam
menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian di
bidang Pengelolahan Lingkungan Hidup.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk berperan dalam
mengevaluasi sistem pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap
kebersihan Pantai Payangan dari adanya limbah lingkungan hidupnya.

1.5 Metodologi Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penelitian harus
menggunakan metode penelitian yang tepat karna hal tersebut sangat diperlukan
dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap data hasil
penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian
dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.’Metode
penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah
agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang
benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

7 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Cetakan I,
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Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu
metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak
lepas dari metode yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung
suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang
sitematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang
benar.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk
memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan
masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Menurut Bambang
Sunggono bahwa penelitian deskriptif hanya mendsikripsikan atau melukiskan
objek atau masalahnya tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang
berlaku secara umum.®
1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan
yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai
aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian
dicari jawabannya. Adapun dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan

pendekatan yang meliputi 2 ( dua ) macam pendekatan, yaitu:

8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
him.38



1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil
dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang
dihadapi.®
2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan
dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prisnsip-prinsip ini dapat
diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin
hukum.™ Pendekatan masalah tersebut dipergunakan untuk menelaah pembahasan
mengenai sistem pengelolahan limbah lingkungan hidup khususnya sampah yang
berada di kawasan Pantai Payangan, yang menyangkut kewajiban Pemerintah
Kabupaten Jember dalam melaksanakan suatu management pengelolaan dan
tanggung jawabnya perihal sistem pengelolaan sampah yang terbengkalai.
1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember, karena Kelurahan Sumberejo tersebut merupakan wilayah
pariwisata di Kabupaten Jember. Tentu banyak dijumpai wisatawan lokal dan
mancanegara yang mengunjungi tempat wisata tersebut. Pantai Payangan yang
terkenal akan keindahan pantai dan bukit kecil, juga peninggalan sejarah berupa
Goa Jepangnya. Ternyata dibalik semua keindahan itu, Pantai Payangan tidak

diimbangi dengan sistem pengelolaan sampahnya yang kurang baik oleh

® peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, him. 93
19 bid, him. 138



masyarakat sekitar. Dari mulai tidak adanya papan himbauan agar tidak

membuang sampah sembarangan dan masih banyaknya sampah-sampah yang

berserakan di jalan. Dan juga tidak adanya tanggung jawab dari Pemerintah

Kabupaten Jember dalam pengelolaan lingkungan di Pantai Payangan.

Kasus inilah yang mendasari penyusun ingin mengetahui bagaimana
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengelolaan lingkungan di
Pantai Payangan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan
pengelolaan limbah lingkungan hidup di Pantai Payangan.

1.5.4 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.
Data sekunder ialah data berupa dokumen-dokumen atau publikasi dan beberapa
peraturan terkait lainnya yang dapat menunjang terhadap pembahasan
permasalahan.

Data sekunder dalam hal ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan
perundangan yang terkait, yaitu dari beberapa peraturan terkait lainnya yang
dapat menunjang terhadap pembahasan permasalahan. Bahan hukum primer
dalam hal ini meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

¢) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah



e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

f)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan

h) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi
Masuk Obyek Wisata

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bukan berwujud norma
namun berwujud pendapat ahli hukum atau doktrin yang terdapat dalam
buku-buku atau literatur yang terkait erat dengan pembahasan permasalahan
dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui
kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan lain yaitu bahan hukum yang
diperoleh melalui pencarian media internet.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid serta prosedur pengumpulan dan
pengelolahan data yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan
beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui:

Data sekunder, dikumpulkan dengan teknik inventarisasi melalui peraturan

perundang-undangan yang terkait, serta dokumen-dokumen maupun publikasi-

publikasi yang memiliki relevansi dengan sistem pengelolaan limbah sampah di

Pantai Payangan Kabupaten Jember, teknik yang digunakan meliputi:



a)

b)

Studi Dokumen

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang
diperlukan guna menunjang arah penelitian ini yaitu dokumen-dokumen,
buku perpustakaan dan lain sebagainya maupun publikasi-publikasi tentang
pengelolaan limbah Pantai Payangan Kabupaten Jember berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk
menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan
atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah,
literatur-literatur, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-
peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis
baik tercetak maupun elektronik lain yang ada hubungannya dengan objek
penelitian.'!

Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan :

1. Anggota Komisi B DPRD JEMBER

2. Kesra Desa Sumberejo

3. Ketua RT 03 di Pantai Payangan

4. Pengelolah Bukit Suroyo / Teluk Love

" Muhammad Ridwan, Op. cit, him 9
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1.5.6 Analisis Data
Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain
dengan sistematis berdasarkkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,
ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan
kajian sebagai bahan komparatif.
Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu
penelitian hukum, yaitu:
a) Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak
dipecahkan
b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai
relevansi juga bahan-bahan non-hukum
c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan
d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di
dalam kesimpulan®?
Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu

yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu

*2 Jhonny lbrahim,Op. Cit, him, 18.
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hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu
hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam
melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat
diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk

kajian akademis.
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